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KATA PENGANTAR 

 

 Para Penggugat tersebut bekerja di bagian/unit kerja dengan jenis 

dan sifat pekerjaan yang terus menerus/ berkesinambungan, yang merupakan 

bagian dari rangkaian produksi, dimana bagian /unit kerja gudang jadi di 

perusahaan Tergugat adalah tempat dikumpulkanya seluruh produk dari 

perusahaan Tergugat sebagai bagian akhir dari proses produksi sebuah produk-

produk yang akan dipasarkan dan dikirim keluar. Proses produksi dilaksanakan 

sejak pabrik di dirikan sejak 20 tahun yang lalu, dan pekerjaan tersebut tidak 

bersifat musiman karena dalam situasi apapun pekerjaan-pekerjaan tersebut tetap 

ada dan tetap berjalan. Bahkan ketika Penggugat diPHK posisi para Penggugat 

langsung digantikan oleh pekerja lain dan ternyata diketahui bahwa terdapat 

beberapa pekerja lain yang berada di bagian unit kerja yang sama namun dengan 

status karyawan tetap atau permanen.  

Sistem kerja para Penggugat yang didasarkan pada PKWT tersebut telah 

bertentangan dengan Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak 

dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Oleh karena itu hubungan 

kerja para Penggugat dan Tergugat demi hukum seharusnya berubah menjadi 

permanen berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). 

Berdasarkan perkara tersebut maka majelis Hakim dalam amarnya menyatakan 

terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan 

Negeri Badung telah mengambil putusan Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

yang di sepakati tidak bertentangan dengan pasal 59 Undang-Undang noor 13 Tahun 2003. 



 
 

Menurut Penulis pertimbangan Majelis Hakim pada Putussan tingkat INo 

75/PDT. SUS-PHI/2015/PN.BDG dan kasasi No. : 745 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tidak sesuai 

dengan Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan 

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Trasmigrasi No. KEP 100 MEN/VI/2004 

tentang ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, karena unsur  

dari pekerjaan PKWT tersebut didalam Perjanjian yang mereka sepakati dan 

pekerjaan yang di jalankan oleh para Penggugat tidak sesuai dengan Pasal 59 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  
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ABSTRAK 

 

Hukum perburuhan sekarang ini disebut dengan istilah Ketenagakerjaan, 

sehingga hokum perburuhan sama dengan hukum Ketenagakerjaan. Hukum 

Ketenagakerjaan  merupakan himpunan peraturan, baik tertuilis maupun tidak 

tertulis, yang berkenaan dengan suatu kejadian pada saat seseorang bekerja pada 

orang lain secara formal degan menerima upah tertentu. Dengan kata lain, hokum 

perburuhan adalah seperangkat aturan dan norma yang tertulis ataupun yang tidak 

tertulis yang mengatur pola hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja 

atau buruh. Di dalam hokum Ketenagakerjaan ini terdapat suatu perjanjian yang di 

sebut dengan perjanjian kerja yang nantinya akan melahirkan adanya hubungan 

kerja. Unsur-unsur Perjanjian Kerja yang menjadi dasar hubungan kerja sesuai 

dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.13 tahun 2003 adalah : 

adanya suatu Perintah, Pekerjaan, Upah dan Waktu, yang mana keempat unsur 

tersebut harus dijabarkan dalam perjanjian kerja yang telah mereka sepakati. Di 

dalam unsur waktu tersebut ada dua macam perjanjian kerja yaitu Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), 

kedua perjanjian ini mempunyai makna yang berbeda karena PKWT itu hanya 

untuk pekerjaan yang bersifat sementara, sekali selesai dan hanya bisa 

diperpanjang atau diperbarui satu kali saja, sedangkan PKWTT merupakan jenis 

perjanjian untuk pekerjaan yang bersifat tetap dan terus menerus. Dalam hal ini 

Penulis meneliti mengenai Perjanjian Kerja Yang telah di buat oleh pengusaha 

dengan Pekerja yang telah mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan 

Industrial yang mana penulis akan meneliti pertimbangan hakim di dalam Putusan 

Tingkat I I NO 75/PDT. SUS-PHI/2015/PN.BDG Dan Kasasi NO. : 745 

K/Pdt.Sus-PHI/2015. Yang mana putusan hakim dalam hal ini telah menolak 

gugatan untuk menyatakan bahwa perjanjian kerja yang disepakati antara 

Penggugat dan Tergugat demi hokum berubah menjadi PKWTT. Dengan hal itu 

penulis melihat apakah putusan hakim tersebut telah sesuai dengan Undang-

Undang Nomer 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Keputusan Menteri 

Tenaga Kerja dan Trasmigrasi No. KEP 100 MEN/VI/2004 tentang ketentuan 

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.  
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